SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten
Bulukumba secara terpadu, sistematika dan berkelanjutan
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan
penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2026, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil
evaluasi  pelaksanaannya dalam tahun  berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik IIndonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi
Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7066);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Menetapkan

11.

12.

13.

Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2024 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2025 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor
22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

a. maksud perubahan RKPD Tahun 2026 yakni untuk keselarasan program
dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi dan
nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah
dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

b. tujuan perubahan RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

bagi setiap Perangkat Daerah dalam perumusan
penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat

1. pedoman

Daerah;

2. acuan dan/atau pedoman dalam penyelarasan bagi Pemerintah Desa
atau Kelurahan dalam wilayah Daerah untuk mendukung capaian target
dan sasaran pembangunan Daerah; dan

3. dasar penyusunan KUA dan PPAS serta sebagai bahan sinkronisasi
landasan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1
(satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Tahun 2026 dan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala
bidang pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(2)

(3)

bab 1

bab II
bab III
bab IV
bab V
bab VI
bab VII :

: pendahuluan;

: evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenan;
: kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

: sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

: rencana kerja dan pendanaan Daerah;

: kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
penutup.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP BAGIAN HUKUM,

4

NDI'AFRIADI, M, S.H., M.H.




